Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINANPUTUSAN
Nomor 400/Pdt.G/2020/PA.LIk

" / .\" ‘) )« ”
r=z)) )\,“”M
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lolak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu
pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara
Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat
kediaman di Kabupaten Bolaang Mongondow,

sebagai Penggugat;
melawan

Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat
kediaman di Kota Manado, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di
persidangan;
DUDUK PERKARA
Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 3 November 2020
telah mengajukan gugatan perceraian yang didaftarkan di Kepaniteraan

Pengadilan Agama Lolak dengan Register Nomor 400/Pdt.G/2020/PA.LIk

tanggal 3 November 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan
pada hari Rabu, tanggal 20 Agustus 2014 yang telah dicatatkan di Kantor
Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tuminting, Kota Manado, Provinsi
Sulawesi Utara, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang
tua Tergugat di Xxxx sampai dengan terjadinya perpisahan;

3. Bahwa selama dalam perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah hidup

bersama sebagaimana layaknya suami-istri dan telah dikaruniai seorang
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anak yang bernama Xxxx, umur 4 tahun, anak tersebut berada dalam
asuhan Tergugat;

4. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat semula berjalan
rukun dan harmonis akan tetapi pada bulan Desember 2018 antara
Penggugat dan Terguagat sudah sering muncul perselisihan dan
pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Tergugat telah
berselingkuh dengan perempuan lain

5. Bahwa karena perselingkuhan yang dilakukan Tergugat, sehingga pada
bulan Januari 2019 Penggugat telah memutuskan untuk pergi dari rumah
meninggalkan Tergugat dan mengakibatkan Penggugat dan Tergugat
sudah tidak tinggal bersama lagi sampai sekarang sudah kurang lebih 1
(satu) tahun 10 (sepuluh) bulan lamanya tanpa saling menjalankan
kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Penggugat dengan
Tergugat sudah sulit dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk
membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah
sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan tidak dapat
terwujud, sehingga perceraian merupakan alternatif terakhir bagi
Penggugat untuk menyelesaikan permasalah rumah tangga Penggugat
dengan Tergugat;

7. Bahwa penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan
yang berlaku;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini

Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lolak cq. Majelis

Hakim untuk dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya

menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menyatakan pernikahan Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat
(Tergugat) putus karena perceraian

3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDAIR:
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Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-
adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang
menghadap sendiri di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan
tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah,
meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata
ketidakdatangan Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah
menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat
membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak
berhasil;

Bahwa, selanjutnya persidangan dilaksanankan secara tertutup untuk
umum, kemudian pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan
Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan alat-alat bukti di persidangan berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxx, yang
dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,
Kabupaten Bolaang Mongondow, telah dinazegelen dan cocok dengan
aslinya (P-1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx, yang
dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuminting, Kota
Manado, Provinsi Sulawesi Utara, telah bermaterai dan cocok dengan
aslinya (P-2);

B. Saksi :

1. Saksi I, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi

adalah sepupu Penggugat

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah

telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Xxxx berumur 4

(empat) tahun, anak tersebut saat berada dalam asuhan Tergugat;
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- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah
Orangtua Tergugat di Xxxx sampai terjadi perpisahan;

- Bahwa saksi mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan
Tergugat pada awalnya harmonis, namun sejak bulan Desember
tahun 2018 sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan
dan pertengkaran;

- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat
dan Tergugat adalah karena Tergugat telah berselingkuh dengan
perempuan lain yang saksi tidak mengenalnya, hal tersebut saksi
ketahui dari pengakuan Tergugat sendiri kepada saksi melalui pesan
handphone;

- Bahwa saksi mengetahui puncak perselisihan pertengkaran terjadi
pada bulan Januari 2019, Penggugat pergi dari rumah kediaman
bersama karena tidak tahan dengan perilaku Tergugat;

- Bahwa saksi melihat antara Penggugat dan Tergugat telah pisah
tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan
lamanya;

- Bahwa saksi mengetahui selama berpisah tidak ada komunikasi
antara Penggugat dan Tergugat dan tidak pula ada nafkah untuk
Penggugat;

- Bahwa saksi sebagai sepupu Penggugat telah menasihati Penggugat
agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan, karena
Penggugat berpendirian tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

2. Saksi ll, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi
adalah tetangga Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah
telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Xxxx berumur 4
(empat) tahun, anak tersebut saat berada dalam asuhan Tergugat;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah

Orangtua Tergugat di Xxxx sampai terjadi perpisahan;
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- Bahwa saksi mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan
Tergugat pada awalnya harmonis, namun sejak bulan Desember
tahun 2018 sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan
dan pertengkaran;

- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat
dan Tergugat adalah karena Tergugat minum-minuman keras hingga
mabuk dan Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain, hal
tersebut saksi ketahui dari media sosial di handphone milik
Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui puncak perselisihan pertengkaran terjadi
pada bulan Januari 2019, Penggugat pergi dari rumah kediaman
bersama karena tidak tahan dengan perilaku Tergugat;

- Bahwa saksi melihat antara Penggugat dan Tergugat telah pisah
tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan
lamanya;

- Bahwa saksi mengetahui selama berpisah tidak ada komunikasi
antara Penggugat dan Tergugat dan tidak pula ada nafkah untuk
Penggugat;

- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah menasihati Penggugat agar
rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan, karena
Penggugat berpendirian tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat tidak berkeberatan

dan menerimanya;

Bahwa dalam persidangan Penggugat mencukupkan dengan bukti-bukti
tersebut dan tidak bisa menghadirkan saksinya lagi, dan Penggugat
menyatakan bersedia mengucapkan sumpah supletoir untuk menguatkan dalil-
dalil gugatannya;

Bahwa di depan sidang Penggugat menyatakan akan mengajukan
kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada kehendaknya untuk bercerai

dengan Tergugat dan telah memohon putusan;
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Bahwa guna meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang
selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai

bagian tak terpisahkan dari putusan ini

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana
telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di
persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sehingga proses
mediasi sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung
Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi, dinyatakan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat
kepada Penggugat pada setiap persidangan secara maksimal agar Penggugat
bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil,
karenanya ketentuan Pasal 154 R.Bg. ayat (1) jo. Pasal 82 Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa
alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke
persidangan sebagai wakil dan atau kuasanya meskipun Pengadilan Agama
Lolak telah memanggilnya secara resmi dan patut, sebagaimana ketentuan
Pasal 149 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975, karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat
dapat diputus dengan Verstek;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah
bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena
sering berselisih dan bertengkar dan keduanya sudah tidak berkomunikasi serta
telah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Penggugat mohon untuk dijatuhkan

talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;
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Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat
telah mengajukan alat bukti surat P-1, P-2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk
(KTP) atas nama Penggugat merupakan akta otentik, telah bermaterai dan
cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut membuktikan bahwa identitas
Penggugat adalah sesuai dengan identitas Penggugat dalam surat gugatannya
dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Lolak, maka dengan
didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Ayat (1)
Undang-Undang Nomor 7 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim
menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Lolak;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Kutipan Akta Nikah) merupakan akta
otentik, telah bermaterai dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut
menjelaskan mengenai Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan
perkawinan pada xxxx, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, Kota
Manado, Provinsi Sulawesi Utara, oleh karena itu Penggugat memiliki
kepentingan hukum (legal standing) untuk mengajukan Cerai Gugat terhadap
Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat sudah dewasa dan
sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam
Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 merupakan fakta
yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh
Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat
materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan
saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat
bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut
bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan
ketentuan Pasal 309 R.Bg, keterangan tersebut dapat dipertimbangkan dan
diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian serta hasil pembuktian tersebut,
terbukti fakta-fakta antara lain sebagai berikut :
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1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat
merupakan pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 20 Agustus
2014 dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki;

2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan
Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi karena sering bertengkar;

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat
pisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan
lamanya;

3. Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada
komunikasi, dan tidak pula ada nafkah untuk Penggugat;

4. Bahwa sudah diusahakan perdamaian baik oleh keluarga maupun oleh
Majelis di persidangan, namun tidak berhasil, karena Penggugat
menyatakan tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan telah terjadinya perpisahan tempat tinggal
antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat meninggalkan Penggugat,
dihubungkan dengan sikap Penggugat yang tetap ingin menceraikan Tergugat,
tidak berhasilnya penasihatan yang dilakukan Majelis Hakim, hal tersebut
menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan sudah
sangat sulit disatukan lagi dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis hakim
berpendapat bahwa permohonan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat,
dengan alasan sebagaimana dikemukakan dalam surat gugatan Penggugat
tersebut, telah memenuhi alasan hukum dan permohonan tersebut telah
terbukti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan Yurisprudensi
Mahkamah Agung Rl Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang
menyatakan bahwa : “Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak
ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti
retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai (Pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dari Kitab Fighus Sunnah Juz I
halaman 289 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri :
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Artinya : "Sungguh bagi istri dapat meminta hakim untuk diceraikan, apabila
terjadi keadaan yang sangat meresahkan dalam pergaulan dengan
suaminya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan-alasan perceraian dalam
perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam,
atau setidak-tidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah
memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan
menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama
Lolak adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat
(1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa
iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya
boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak hadir di persidangan,
meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan gugatan
Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat harus
dinyatakan tidak hadir dan perkara ini harus diputus dengan Verstek (vide Pasal
149 RBg);

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk bidang perkawinan,
berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang
Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya
perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang
berlaku serta hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 9 dari 11 halaman, Salinan Putusan Nomor 400/Pdt.G/2020/PA.LIk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap
Penggugat (Penggugat);

4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp611.000,00
(enam ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang
dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 Masehi, bertepatan
dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami Nur Ali Renhoat, S.Ag.,
sebagai Ketua Majelis, Roiha Mahmudah, S.H.l dan Binti Nur Mudawamah,
S.H.l.,, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis
tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh
Dra. Sunarti Puasa, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat,
tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,
ttd
Nur Ali Renhoat, S.Ag.

Hakim Anggota, Hakim Anggota,
ttd ttd
Roiha Mahmudah, S.H.I. Binti Nur Mudawamabh, S.H.l.
Panitera Pengganti,
ttd

Dra. Sunarti Puasa

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp30.000,00
2. Proses : Rp50.000,00
3. Panggilan Penggugat : Rp95.000,00
4. Panggilan Tergugat : Rp400.000,00
5. PNBP akta panggilan  : Rp20.000,00
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6. Redaksi : Rp10.000,00
7. Meterai : Rp6.000,00

Jumlah : Rp611.000,00
(enam ratus sebelas ribu rupiah)
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